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TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAMPAK
PANDEMI COVID-19 DI PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA

A. Perlindungan Hukum
1. Pengertian Covid-19
Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan
keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran
pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang
terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya.
2. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ganguan
dan berbagai ancamandari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak
asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah
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yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak
tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan,
dalam halini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia
sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta
lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya
upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan
suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

rangka kepentingannya tersebut.
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama
manusia.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan
segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga
dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang
bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat,
yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).?
Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-
institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan
lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi)
lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono
Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian
beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari

pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang
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melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a.  Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,
dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa
atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum
ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum
preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah
mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif
sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan
pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-
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hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai
perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang
represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan
perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum
ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut
sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.
Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia, pengakuan dan 18 perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan
tujuan dari negara hukum.

B. Ketenagakerjaan Pada Umumnya
1. Pengertian Ketenagakerjaan
Manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat

memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik
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pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain.
Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha,
modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain
maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang
memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada
orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Kaitannya dengan Hukum Perburuhan bukanlah orang yang bekerja
atas usaha sendiri, tetapi yang bekerja pada orang atau pihak lain. Namun
karena ketentuan ini sangat luas maka diadakan pembatasan-pembatasan
tentang macam pekerjaan yang tidak tercakup dalam hukum perburuhan
yaitu:

“Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala
peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja
antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata
kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan

kerja tersebut”.

Mr. Molenaar menyatakan bahwa ‘“Hukum perburuhan adalah hukum
yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang
lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergantung dengan
pekerjaan itu” Mr. Soetikno dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perburuhan menyatakan bahwa “Keseluruhan peraturan-peraturan hukum
mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi
ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-
keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan

kerja tersebut.”
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Prof. Imam Soepomo berpendapat bahwa “ Hukum perburuhan adalah
suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan
dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan
menerima upah”

Dari beberapa perumusan Hukum perburuhan yang telah diberikan
beberpa ahli tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa unsur hukum
perburuhan antara lain:

a. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian.

c. Adanya orang (buruh/pekerja) yang bekerja pada pihak lain (majikan).
d. Adanya upah.

Dalam perkembangan dewasa ini, sesungguhnya penggunaan Kkata
perburuhan, buruh, majikan dan sebagainya, yang dalam literatur lama masih
sering ditemukan. Kata-kata tersebut sudah tergantikan dengan istilah
Ketenagakerjaan, sehingga dikenal dengan istilah hukum ketenagakerjaan
untuk menggantikan istilah hukum perburuhan. Sejak tahun 1969, dengan
disahkannya UU No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga
kerja, istilah buruh digantikan dengan istilah tenaga kerja, yaitu orang yang
mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan Kkerja,
guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Suatu perumusan yang luas, karena meliputi siapa saja yang
mampu bekerja, baik dalam hubungan kerja (informal) yang dicirikan dengan

bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Istilah hukum ketenagakerjaan ini menjadi semakin populer dengan

diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003)
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yang menjadi payung bagi masalah-masalah terkait dengan hukum perburuhan/
hukum ketenagakerjaan. Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, mata
kuliah hukum perburuhan juga telah banyak digantikan dengan istilah lain,

seperti hukum ketenagakerjaan dan hukum hubungan industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah
merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah
masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang diaturdalam UU
ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh,
menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain: menyangkut penanganan,

kewajiban mengumumkan lowongan Kkerja, dan lain-lain.

Hal hal yang berkenaan selama masa bekerja antara lain menyangkut :
perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja,
pengawasan kerja, dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah bekerja antara
lain: pesangon, pensiun/jaminan hari tua. Abdul Khakim merumuskan

pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:

a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.

b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan
pengusaha/majikan.

c. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, denganmendapat

upah sebagai jasa;
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d. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi: masalah keadaan sakit,
haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan

sebagainya.

Sedangkan pengertian Buruh/pekerja, Swapekerja, dan Pegawai adalah

sebagai berikut:

a. Buruh/pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

b. Swapekerja adalah seseorang yang bekerja dengan bebas dalam artian tidak
dibawah perintah orang lain dan atas inisiatif sendiri bekerja dengan dana,
tanggung jawab dan resiko sendiri.

c. Pegawai, Istilah pegawai umumnya digunakan untuk menunjukgolongan
orang yang bekerja pada negara (pegawai negeri sipil). Golongan ini tidak
tunduk pada hukum ketenagakerjaan, karena ada Undang-Undang khusus
yang mengatur yaitu Undang-Undang kepegawaian.

. Dasar Hukum Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun
2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan,
upah, dan perintah.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerjasesuai
dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ialah
sebagai berikut:

a. Adanya pekerjaan arbeid, yaitu pekerjaan itu bebas sesuai dengan
kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
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b. Di bawah perintah maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah

majikan sehingga bersifat subordinasi, sehingga kedudukan majikan ialah
pemberi kerja dan ia berhak sekaligus berkewajiban untuk memberikan
perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya.

c. Adanya upah tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah
dilakukan oleh buruh. Pengertian upah berdasarkan ketentuan pasal 1
angka 30 UU No.13 tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterimadan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

d. Waktu, artinya buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk
waktu yang tidak tertentu atau selamanya. Untuk waktu tertentu yang
dikenal dengan istilah kontrak kerja dan pekerja harian lepas. Sedangkan
untuk waktu yang tidak tertentu dikenal dengan pekerja tetap.

C. Perjanjian Kerja
Pengertian perjanjian kerja menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum karena menunjuk pada hubungan pada
hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban para pihak. Syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat
pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah

dibanding hak dan kewajiban lain akan dibicarakan secara tersendiri.
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Pengertian perjanjian kerja berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 ini tidak

menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga

mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur

dalam UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

a. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa unsur

dari perjanjian kerja yakni:

1) Adanya unsur work atau pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek
perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja,
hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan
dalam KUH Perdata Pasal 1603a yang berbunyi “ Buruh wajib melakukan
sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan iadapat menyuruh
orang ketiga untuk menggantikannya. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh
pekerja  itu  sangat pribadi  karena  bersangkutan  dengan
keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal

dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

Adanya unsur perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha
adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha
untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah
perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan
lainnya, misalnya hubungan atara dokter dengan pasien, pengacara dengan
klien. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja karena dokter,

pengacara tidak tunduk pada perintah klien.
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3) Adanya Upah
Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja),
bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada
pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur

upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

D. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris adalah human rights, dalam
bahasa Belanda disebut mensen rechten, dalam bahasa Perancis disebut droits de
I’homme. Di Indonesia di samping mempergunakan istilah hak asasi juga dikenal
istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris
fundamental rights, fundamentele rechten (Belanda). Dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949,
Undang-Undang Dasar 1950, Ketetapan MPRS No.XIV/MPRS/1966 bahkan
dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dipergunakan istilah hak-hak asasi
manusia. Kemudian di dalam Ketetapan MPR Np. 1I/MPR/1998 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara, dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang
Hak Asasi Manusia dipergunakan istilah hak asasi manusia yang juga sama artinya
dengan hak-hakdasar manusia. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan

istilah human rights, dipakai juga istilah civil rights.
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Berhubungan dengan beragamnya istilah yang dipergunakan terhadap hak
asasi manusia, Mien Rukmini mengemukakan bahwa ‘“Apapun nama yang
diberikan, pada dasarnya substansinya tetap”, apa yang dikemukakan oleh Mien
Rukmini ini adalah benar, mengingat persoalan dalam hak asasi manusia
sesungguhnya bukan terletak pada istilah yang dipergunakan kepadanya, namun
dengan mengikuti Bagir Manan, bahwa dalam hak asasi manusia bermuara pada
pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Dengan adanya pelanggaran
terhadap hak asasi manusia, timbulah keinginan bagaimana melindungi hak asasi
manusia itu.

Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian Hak Asasi Manusia
termasuk pengertian dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Membicarakan mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari asas-asas
dari hak asasi manusia. Asas-asas hak asasi manusia diketahui Kketika
dibicarakannya definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi
manusia itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia (inherent dignity) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.



33

Ini berarti mengandung kosenkuensi, bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar
yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat
dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable) oleh siapapun.
Sebagai hak dasar, hak asasi manusia secara kodrati melekat pada diri setiap
individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia memiliki
kesederajatan, kesetaraan dan ekualitas. Ini berarti pula hak asasi manusia

memiliki skifat universal dan eternal (langgeng/abadi), tanpa bahasanya, agama

atau kepercayaannya, pendapat politiknya, itu hak-hak dasar dimaksud antara

satu dengan lainnya sangat korelatif sehingga tidak bisa dipisah lepaskan dan

tidak bisa dibagi-bagi (interrelated, interdependent, dan indivisible). Asas-asas

hak asasi manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Asas Kemelekatan (Alienable Principle)
Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada
hakikatdan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugerah-Nya, sehingga tidak dapat dicabut (inalienable)
dan diabaikan (inderogable) oleh siapapun. Dengan demikian asas
kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut
(nalienable principle) dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan
(inderogable principle). Asas adalah suatu pernyataan yang
mengandung kebenaran universal, oleh karena itu “asas” bukan atau
tidak merupakan pendapat pribadi, tetapi pernyataan umum yang
terdapat didalam hukum Internasional dan diakui oleh para ahli. Dengan
demikian dalam hak asasi manusia melekat asas atauprinsip tidak boleh

diabaikan (inderogable principle).
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Asas Kesederajatan/Kesetaraan (Equality Principle)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu
manusia (orang) memiliki hak asasi manusia, maka setiap individu
manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu
manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ekualitas (equality
principle). Artinya, setiap orang harus diperlakukan sama (diperlakukan
setara dengan orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama, dan
diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

Asas Nondiskriminasi

Asas ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip
ekualitas. Pengertian asas nondiskriminasi adalah suatu prinsip dasar
yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan
Tuhan YME tanpa membedakan agama, warna kulit, Bahasa, suku
bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Oleh
karena itu harus mendapat perlakuan sama atau nondiskriminasi.

Asas Universal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi hak asasi
manusia melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap manusia
sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya tanpa
memandang berbagai perbedaan. Sebagai konsekuensinya, asas hak
asasi manusia yang bersifat universal melahirkan asas turunan

diantaranya sebagai berikut:
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1)  Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

2) Asas Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.

3) Asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia.

4) Asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.

5) Asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain.
6) Asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

7) Asas tidak boleh merampas hak asasi manusia

Asas Eternal

Lahir sebagai derivasi dari prinsip, bahwa eksistensi hak asasi manusia
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
YME dan merupakan anugerah-Nya. Pengertian asas eternal adalah
suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi manusia
eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara
terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi.

Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan dan Tidak Terbagi

Prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara
maju yang lebih menekankan pada hak sipil dan politik dengan negara-
negara berkembang yang lebih menekankan pentingnya hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya. Situasi ini melahirkan kesepakatan bahwa
hak asasi manusia harus diperhitungkan seebagai satu kesatuan yang
menyeluruh. Yang dimaksud dari asas ini adalah suatu prinsip dasar yang
menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki
saling keterhubungan,ketergantungan, dan tak terbagi antara satu dengan

yang lain.
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Menurut Darji Darmodiharjo bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar
atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan
Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut A. Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi
Manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk
selama hidup. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh
hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan
tunduk pada hak asasi manusia. Dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi

yang harus dimenangkan.

Hak asasi manusia, yang biasa disebut HAM merupakan hak yang melekat
pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati. Manusia mulai dari dalam
kandungan sampai meninggal dunia mempunyai hak asasi manusia yang tidak
dapat diganggu gugat oleh apapun dan siapapun. Hak asasi manusia merupakan
pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, pengingkaran atasnya berarti mengingkari
martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah, atau organisasi berkewajiban untuk
mengakui dan melindunginya tanpa kecuali, ini berarti bahwa hak asasi manusia
selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak asasi manusia merupakan penghormatan yang fundamental. Hukum
Internasional melihat hak asasi manusia sebagai hak hukum pribadi dan kebebasan
yang mencakup larangan terhadap jenis-jenis perlakuan tertentu yang diarahkan

kepada pribadi oleh negara atau pemerintah.
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Sebab manusia telah dilengkapi dengan sejumlah hak-hak asasi yang sudah
melekat pada diri setiap manusia sejak manusia itu berada dalam kandungan. Hak
asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar:

a. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan
dicabut karena manusia memiliki hak-hak itu bertujuan untuk menjamin
martabat setiap manusia.

b. Hak asasi manusia merupakan hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai
dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik nasional
maupun internasional di mana hak-hak ini adalah persetujuan dari para warga
negara yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang

merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut.

Pengertian hak asasi manusia dalam berbagai Bahasa dan menurut bangsa-
bangsa barangkali tidak akan sama, disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi,
agama dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat disuatu negara. Namun
substansi hak yang merupakan kebenaran yang diperjuangkan oleh setiap orang
maupun kelompok masyarakat pasti tidak akan banyak berbeda dan memiliki
kesamaan yang sangat besar. Perbedaan paham tentang hak dilatarbelakangi oleh

cara pandang masyarakat terhadap kebenaran.
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Prinsip-prinsip yang fundamental dari hak asasi manusia itu sesungguhnya
adalah pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena dia
atau mereka (yang hak-hak asasinya harus diakui dan dilindungi itu) adalah
manusia. Sebagai manusia, secara lahiriah manusia berhak berpikir, berpendapat,
berkumpul dan berorganisasi. Hal ini melampaui semua batasan primordial
manusia, karena hak asasi manusia itu bersifat universal. Rumusan-rumusan hak
asasi manusia itu secara eksplisit dituangkan dalam berbagai produk hukum,
sebagai instrument yang akan dijadikan sebagai landasan dalamperlindungan dan

penanggulangan terhadap hak asasi manusia.



